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ABSTRAK 

Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan 

lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan 

negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan 

korporasi yang besar terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni bagaimana kebijakan formulasi 

hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi, kemudian bagaimana aplikasi 

penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana 

kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan 

datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara 

normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam 

dokumen dan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi mengenai 

tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten. Ketidak 

konsistennya dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap 

korporasi juga tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan 

melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat 

dipertangunggjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat 

dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. 

Kata kunci : Tindak Pidana Korporasi, Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana 

 

ABSTRACT 

 

The role of corporations dominates everyday life, let alone increased privatization. It is no longer the 

country that provides the needs, but the corporation. Corporations can increase state and labor wealth, 

but the revolution of economic and political structures has grown large corporate corporations too 

dependent on corporations so that countries can be dictated to their interests. Based on the above 

background, then the problem arises how the current criminal law formulation policy in the face of 

corporate crime, then how the application of criminal law enforcement for this against corporations 

that conduct criminal acts and how the policy of criminal law formulation in the face of corporate 

criminal acts in the future which will come. The research method used in this thesis is normative 

juridical by using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing library materials 

and related documents. Furthermore, the data are analyzed normatively qualitatively by way of 

interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this 

study is that the regulation of corporate criminal sanctions contained in the four laws is inconsistent. 

The inconsistency in the determination or imposition of the maximum penalty imposed on corporations 
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is also the absence of uniformity in determining when a corporation can be said to commit a criminal 

offense, uniformity in the arrangement of who may be accountable or prosecuted and convicted, as well 

as the formulation of a criminal type that may be imposed on corporation that commits a crime. 

Keywords: Corporation Criminal Action, Formulation Policy, Criminal Law 

  

PENDAHULUAN 

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, 

korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk 

mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seekslusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya 

revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan 

ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai 

perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.
1
  

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang 

ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi 

tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti 

pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi 

terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan 

terhadap konsumen.
2
  

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur 

ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar menyebabkannegara terlalu 

bergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan 

raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial 

dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat 

mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta 

kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak 

langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahan 

multinasional (multinational corporations) telah menja lankan pengaruh politik baik terhadap 

pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.
3
 

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya 

berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap tidak 

mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI 

memperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 milyar dolar per 

tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar 200-500 milyar dolar (diantaranya 100-400 milyar dolar 

kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 

1992 sampai dengan tahun 2002, Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 

kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi hanya 36 

bulan, jauh lebih kecil dari masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan 

(mabuk, mencuri dan sebagainya) yang baru pertama melakukan kejahatan.
4
 

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (white collar crime), 

umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis 

dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan 

pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan 

                                                      
1
 Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal.15. 

2
 Setiyono, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana 

Indonesia), Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 1. 
3
 Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, Op.cit., hal. 3. 

4
 Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, http://pithoyoadhi.wordpress.com, 15 Nopember 2010. 
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korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan 

melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang 

membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran 

lingkungan hidup.
5
 

Topik kejahatan korporasi memang penting untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan 

pembaharuan KUHP yang sekarang naskah terakhirnya sudah sampai di kantor presiden. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Peran korporasi mendominasi 

kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan 

kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun 

revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga 

negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu 

korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi 

terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan 

perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang 

komprehensif dan mencakup semua kejahatan.
6
 

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh undang-undang lainnya seperti, Undang-Undang 

No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 

tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus 

di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).
7
  

Aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan di atas diformulasikan sedemikian rupa 

agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, namun ketentuan pidana dalam peraturan 

perundang-undangan selama ini ditempatkan sebagai ultimum remidium. Tetapi pada tataran praktis 

bukan pada tataran kebijakan. Persoalannya adalah jika pidana ditempatkan sebagai ultimum remidium 

pada tataran praktis maka dapat dengan mudah terjadi diskriminasi di dalam penegakan hukum 

sehingga meskipun terbukti melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka pidana terhadap 

korporasi dapat diabaikan jika putusan pengadilan menyatakan bidang hukum lain berfungsi lebih baik 

dibanding dengan pidana.
8
 Korporasi sebagai non state actor pun telah menikmati impunity yaitu 

kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga meskipun korporasi telah 

                                                      
5
 Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime, http://maswig.blogspot.com, 21 Nopember 2010. 

6
 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP, Catatan Forum Grup Disscussion, 

Bandung, 2005, hal. 3. 
7
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 223-226. 

8
 Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas 

Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Kejahatan Korporasi dalam RUU 

KUHP, ELSAM, Bandung, 6 Desember 2005, hal. 21. 
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melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memprosesnya secara maksimal.
9
 

Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat 

kejahatan yang terjadi. Korban juga terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. 

Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi 

yang menderita kerugian. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat 

dideteksi secara langsung seperti kejahatan konvensional pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager, 

dalam kejahatan-kejahatan biasa, korban mengatahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban, 

namun pada kejahatan korporasi korban sering tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban 

dari kejahatan-kejahatan tersebut.
10

  

Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat 

perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakan hukum terutama yang 

melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk dideteksi sehingga dalam 

penegakan hukumnya besar 

kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu juga menurut Arief Amrullah, akibat 

yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh 

kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, 

penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.
11

 

Gagapnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan 

yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan karena dampak kejahatan yang ditimbulkan 

oleh korporasi sangat besar. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat 

ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (naturalijk person), tetapi juga badan 

hukum (recht person) patut disambut dengan gembira. Melalui pembaharuan KUHP terbuka 

kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan 

oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung 

jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pemidanaan yang paling tepat bagi korporasi agar dapat 

memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent effect.
12

 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan tindak 

pidana korporasi, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul 

“Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana” 
Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan Penelitian sebagai 

berikut: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana 

korporasi ? Bagaimana penerapan/implementasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi 

yang melakukan tindak pidana ? serta Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam 

menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan
13

 yaitu 

dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan 

                                                      
9
 A.H. Semendawai, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP 

Seri #6, ELSAM, Jakarta, 2005, hal.3. 
10

 Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, Op.cit., hal. 4 
11

 Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy), Bayumedia 

Publishing, Malang 2006, hal. 129 
12

 A.H. Semendawai, Op. Cit., hal. 4-5. 
13

 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32. 
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hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau 

norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan 

manusia. Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.  

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk 

menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan 

(library research) yang akan disajikan secara deskriptif. 

Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas 

dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang 

bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat 

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru
14

 kemudian 

melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. 

Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh dasar atau landasan hukum untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

5) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. 

Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-

media internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang tindak pidana 

korporasi, khususnya rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 

KUHP). Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoretis dan kerangka 

konsep dari permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder antara lain: 

1) Ensiklopedia Indonesia; 

2) Kamus hukum; 

3) Kamus bahasa Inggris – Indonesia; 

4)  Kamus besar bahasa Indonesia. 

 

                                                      
14

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52.
 

202



Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 727-741 

732 ║ 

3. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka 

metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan 

mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh 

dari studi kepustakaan dan studi dokumen. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagi suatu yang utuh. 

Pengertian analisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan 

secara logis, sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti 

tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis penelitian selesai, maka 

hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambakan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
15

 Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan 

yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.  

5. Validasi Data 

Validasi dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi, metode penelitian 

dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi, yaitu, pertama, pada level 

pendekatan, teknik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan 

menggunakan dua metode sakligus yakni, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian 

kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan 

tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi 

suatu permasalahan. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan sangat 

berbeda jika dilihat menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat apabila 

kedua sudut pandang berbeda tersebut digunakan bersama-sama dalam menanggapi suatu 

permasalahan sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang lebih lengkap dan sempurna. Asumsi 

yang kedua mendasari penggunaan teknik triangulasi yakni, pada level pengumpulan analisis data. 

Dalam penelitian menggunakan triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, 

metode kuantitatif atau dapat juga dengan menekankan pada kedua metode, apabila peneliti 

menekankan pada metode kualitatif, maka metode penelitian kuantatif dapat digunakan sebagai 

fasilitator dalam membantu melancarkan kegiatan penelitian dan sebaliknya jika menggunakan 

metode kuantitatif. 

 

PEMBAHASAN 

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat Ini Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korporasi  

Pada bagian awal dari tulisan ini telah dikemukakan bahwa KUHP yang ada sekarang ini tidak 

menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar 

KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek 

tindak pidana. 

Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip 

korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 

tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-

Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 

                                                      
 

15
. H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm.37 
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sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas 

mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).
16

  

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi 

terhadap korban kejahatan korporasi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan 

korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 116, yang berbunyi : 

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, 

tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : 

a. Badan usaha; dan/atau 

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang 

bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam 

lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin 

dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara 

sendiri atau bersama-sama. 

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah 

badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, perseroan, perserikatan, 

yayasan atau organisasi lain.  

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan 

kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi 

korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam 

undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

                                                      
16

 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 223-226. 
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hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa : “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap 

pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-

Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan 

yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi. Oleh 

karena itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5) dan 

pelaku usaha (Pasal 6 dan 7), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

Hak konsumen adalah : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; 

 

Pasal 5 

Kewajiban konsumen adalah : 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

a. konsumen secara patut. 

 

Pasal 6 

Hak pelaku usaha adalah : 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

a. yang beritikad tidak baik; 

b. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

c. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

d. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundan-undangan lainnya. 

 

Pasal 7 

Kewajiban pelaku usaha adalah : 
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a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian 

dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa 

tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan 

menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan 

pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, 

undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat 

diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang 

menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara 

lain: 

1) Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). 

2) Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia 

tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi : 

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 

korupsi. 

(2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, 

maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan 

bahwa dakwaan tidak terbuktii. 

3) Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda 

maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang 

berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah)” 

4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : 

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, 

apabila....” 

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi adalah 

sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun 

bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam 

Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa :“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau 
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atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 

dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana 

apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak 

pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur 

dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi : 

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 

lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. 

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak 

pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja 

dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah 

berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :“Pidana pokok 

yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum 

pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.  

Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 

yang meliputi : 

1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak 

yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang 

tersebut; 

2)  pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

3)  penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 

4) pencabutan seluruh atau sebagain hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan 

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

 

d. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang 

berbunyi : “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, 

dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil 

Pengendali Korporasi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang- Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi 

pidana. 

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai 

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana 

ditentukan bahwa : 

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang : 

1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 

2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koporasi; 

3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau 

4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.” 

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak 

pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai 

dengan anggaran dasar korporasi. 

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan money 

laundering diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan 
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lengkapnya sebagai berikut : 

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banya Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat 

dijatuhkan pidana tambahan berupa:  

a. pengumuman keputusan hakim; 

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; 

c. pencabutan izin usaha; 

d. pembubaran korporasi dan/atau pelarangan Korporasi; 

e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau 

f.  pengambilalihan Korporasi oleh negara. 

Dalam revisi undang-undang ini, pidana pokok berupa pidana denda telah dingatur mengenai 

alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh personil pengendali korporasi. Hal ini 

terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk 

membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda 

tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat bulan).” 

Sedang alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh korporasi maka 

terhadap korporasi menurut ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan : 

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi 

atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang 

dijatuhkan. 

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dendan dijatuhkan terhadap Personil 

Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. 

 

2. Penerapan/Implementasi Penegakan Hukum Pidana Selama Ini Terhadap Korporasi Yang 

Melakukan Tindak Pidana  

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak perlu terlalu kaku diberlakukan dalam 

pertanggungjawaban korporasi mengingat aspek victimologis kejahatan koporasi yang begitu meluas. 

Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi secara kaku dapat menjadi faktor kriminogen 

yang akan menambah maraknya kejahatan korporasi. 

Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi kemampuan 

bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, 

maka : pertama, dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional 

(fungsional daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu 

(yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain . Dengan 

demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi 

dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terhadap 

konsep ini, Muladi secara kongkrit merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan 

tujuan statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang terpenting adalah apabila 

tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan. Dengan kata lain apabila 

perbuatan yang terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka perbuatan 

itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan. 

Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup pada politik perusahaan atau 

kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau 

kealpaan dari pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari 

suatu perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari korporasi harus dideteksi melalui suasana 
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kejiwaan yang berlaku pada korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama 

korporasi. 

Ketiga, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan mengadopsi alasan pemaaf 

bagi natural person. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas 

nama korporasi diatributkan menjadi kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan pengurus 

karena alasan pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi. Sementara itu dalam Pasal 50 RUU 

KUHP (Tahun 2004) disebutkan bahwa alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang 

bertindak untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi 

akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Bagi korporasi alasan pemaaf tersebut 

juga berlaku sepanjang hal itu diajukan terlebih dahulu oleh korporasi. Bunyi selengkapnya Pasal 50 

RUU KUHP adalah sebagai berikut : 

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk 

dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung 

berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi 

Kebijakan legislatif menempati posisi vital dan strategis dalam menempatkan suatu sanksi untuk 

kejahatan tertentu. Apabila kebijakan legislatif kaitannya dengan penempatan suatu sanksi tertentu tidak 

dilakukan secara rasional, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam praktek penegakan hukum, 

terutama pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi karena kebijakan tersebut tidak diorientasikan kepada 

tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, penempatan suatu sanksi tertentu yang diancamkan untuk 

kejahatan tertentu harus memperlihatkan hakikat, tujuan dan fungsi dari sanksi tersebut sehingga 

kebijakan legislatif akan menunjang tujuan yang ingin dicapai. Di sinilah pentingnya suatu pemahaman 

akan sistem sanksi dalam hukum pidana karena hanya itulah kejahatan-kejahatan yang terjadi di 

masyarakat akan dapat ditanggulangi.
17

 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa KUHP yang berlaku saat ini menempuh dua sistem 

perumusan ancaman pidana yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumasan alternatif. Sistem 

perumusan tunggal yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk 

delik yang bersangkutan, sedang sistem perumusan alternatif merupakan pidana penjara yang 

dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urut-urutan jenis sanksi 

terberat sampai paling ringan.
18

 

 

3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korporasi Di Masa 

Yang Akan Datang 

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai 

subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur 

dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut 

membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani 

pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan 

kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar 

dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada 

KUHP sebagai pedoman umum. 

                                                      
17

 Ibid., hal. 233. 
18

 Barda Nwawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan 

ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hal .151. 
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Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai 

subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. 

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 

tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 

20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai 

subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat 

dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama 

pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban 

pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak 

pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, 

sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap 

korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. 

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi 

antara lain meliputi ketentuan mengenai : 

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan 

oleh korporasi; 

2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi; 

3.  jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada 

pemberian ganti kerugian kepada korban. 

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir 

kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. 

Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila 

korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diperoleh simpulan 

berkenaan sebagai berikut: 

1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menegakkan tindak pidana korporasi tidak diatur 

dalam KUHP yang ada sekarang. KUHP tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek 

tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana 

khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dari empat peraturan 

perundang-undangan yang diteliti oleh Penulis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 
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2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat 

disimpulkan pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat 

undang-undang tersebut tidak konsisten..  

2. Penerapan penegakan tindak pidana korporasi selama ini yaitu hakim paling sering menjatuhkan 

pidana denda, namun demikian kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda selama ini kurang 

dapat menunjang terlaksananya pidana denda itu secara efektif karena dalam peraturan perundang-

undangan di luar KUHP terdapat ketidakkonsistenan mengenai jumlah denda yang akan dikenakan. 

3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan 

datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana 

dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi 

pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang 

melakukan kejahatan, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu 

sendiri. 

 

Saran 

 
1. Melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan 

yang telah ada, baik itu KUHP dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum, maupun undang-undang 

khusus di luar KUHP, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Reorientasi dan 

reformulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan 

tindak pidana, ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang 

dilakukan korporasi, serta ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan 

kepada korporasi. 

2. Harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak 

pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi 

pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar korporasi tidak dapat 

mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi. 

3. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban 

pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain 

itu juga, jenis-jenis sanksi pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak 

pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya beroerientasi 

pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan 

pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh 

korporasi. Agar supaya ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat diaplikasikan terhadap korporasi 

yang melakukan kejahatan. 
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